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1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960
(untuk selanjutnya disebut UUPA No.5 Tahun 1960) sebagai Perangkat
hukum yang mengatur di bidang pertanahan dan menciptakan hukum
tanah nasional sebagai hukum yang dapat disesuaikan dengan kepentingan
masyarakat, yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum terhadap
hak atas tanah baik dalam perolehannya atau yang membebaninya.

Disamping untuk kepastian hukum bagi status tanah tersebut,
pendaftaran tanah juga untuk melindungi para pemegang hak atas tanah,
agar kepemilikan haknya tidak terganggu oleh pihak-pihak yang tidak
berkepentingan terhadap tanahnya. Surat tanda bukti atas tanah itu disebut
Sertifikat. Sebagaimana ditegaskan juga dalam Pasal 32 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 (untuk selanjutnya
disebut PP No.24 Tahun 1997) ,yaitu:

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai
alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis
yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis
tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku
tanah hak yang bersangkutan.”

Hak Atas Tanah dapat beralih atau dialihkan hak kepemilikannya
dari Pemilik semula kepada Pemilik yang baru Kkarena sesuatu atau
perbuatan hukum tertentu. 2Peralihan hak disini mengandung arti bahwa

apabila seseorang mengalihkan tanahnya kepada pihak lain, baik secara

! Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Cet 19, (Jakarta: Djambatan, 2008), hal 11.
2 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat

D).



jual beli, Pewarisan atau Penghibahan berarti kepemilikannya pun akan
beralih kepada pihak yang lain.

Pewarisan sendiri juga di atur dalam Surat Anisa ayat 7,yaitu:*

e O30T 5 ol 3l 858 as Cialelldll 5 30081 5 ol 3l CS 0 G Sl JB 51
L 3585 Ui S 51 A0 (8

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta
peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak
bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik

sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan pada pasal 1457, 1458, dan 1459 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHperdata) dapat
disimpulkan bahwa sahnya jual beli karena adanya suatu perjanjian,
dimana terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak yang mengikatkan
dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain nya
mempunyai tanggung jawab untuk membayar harga yang telah ditentukan.
Akan tetapi, walaupun jual beli tersebut dianggap telah terjadi, namun hak
atas tanah belum beralih kepada pihak pembeli, maka agar hak atas tanah
beralih dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka masih diperlukan

suatu perbuatan hukum lain.

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, khususnya yang
berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian terdapat pada Pasal 1338 ayat
3 KUHperdata. Ini berarti bahwa setiap pihak yang membuat perjanjian
tersebut dibuat dengan disertai oleh itikad baik, dalam hal ini termasuk
perjanjian jual beli. Permasalahan dalam jual beli memang tidak dapat
dipisahkan dari kehidupan Masyarakat oleh karena itu itikad baik dalam
jual beli merupakan faktor yang penting. Dalam hal ini maka Notaris

mempunyai peran penting selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk

3 Javanlabs, Tafsir Surah Anisa Ayat 7, Sumber: https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-7.Diakses
Kamis, 14 February 2019.




selanjutnya disebut PPAT), yang dimana telah tercantum dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 (selanjutnya disebut PP N0.37 Tahun
1998) mengenai tugas dan kewenangannya, dan di dalam Undang-Undang
Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN No.2 Tahun
2014) serta pada Pasal 95 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Negara
Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya
disebut PP No.24 Tahun 1997) .

Notaris (PPAT) adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan
untuk membuat akta-akta otentik atau Akta dibawah tangan mengenai
perbuatan hukum tertentu dan mengenai hak atas tanah atau hak milik atas
satuan rumah susun. Dalam hal peralihan hak terhadap suatu obyek kerap
kali ditemukan berbagai permasalahan, yang berakibat terjadinya
Perbuatan Melawan Hukum (untuk selanjutnya disebut dengan PMH).*
Karena pada prakteknya isi dari suatu perjanjian yang diperjanjikan tidak
selamanya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh
sebab itu, keadaan-keadaan tertentu seperti inilah yang seringkali
menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

Pada satu diantara kasus sengketa tanah yang menjadi obyek
warisan yakni berhubungan dengan permasalahan yang menimbulkan
kerugian bagi pembeli yang beritikad baik, dimana perkara tersebut telah
inkrah dengan Putusan no.1/Pdt.G/2015/PN.Bkt. Perkara tersebut bermula
dari jual beli tanah yang ia lakukan dengan penjual yang memegang
sertipikat hak milik atas tanah tersebut, dimana proses dari pada jual beli
tersebut dilaksanakan dihadapan PPAT sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1)
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (selanjutnya disebut PP no 24

4 Haryati Widjaja, Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Akta Perjanjian Perikatan Juala
Beli (PPJB) Tanah Antara Koko Purnomo Santoso dengan PT. Intan Plaza Adika, (Jakarta:
Universitas Tarumanegara, 2016), Hal.3.
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Tahun 1997), yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Padang.
Karena diketahui bahwa tanah yang seharusnya menjadi milik dari
Pembeli tersebut ternyata adalah tanah sengketa antara penjual selaku Ahli
Waris dengan Ahli Waris lainnya yang sebelumnya merupakan tanah

warisan.

Menjadi hal menarik bahwa sesungguhnya kasus ini melibatkan
Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta yakni dalam hal peralihan hak
atas obyek sengketa tersebut. Notaris dalam jasa pelayanannya melayani
para pihak dalam perjanjian Akta jual beli dengan membantu membuatkan
Surat Keterangan. Surat Keterangan yang dibuat oleh Notaris pada kasus
ini menimbulkan sengketa dan permasalahan. Secara faktual menjadi
relevan untuk dikaji apakah terdapat kelalaian atau kesengajaan dari
Notaris itu sendiri ataupun berdasarkan kesalahan dari para pihak yang
tidak mau berlaku jujur untuk memberikan keterangannya kepada Notaris

dalam kasus ini.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembatalan Akta
Jual Beli Hak Milik atas Tanah yang dibuatnya akibat kesalahannya?

2. Bagaimanakah bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pembeli yang
Beritikad Baik yang dirugikan akibat Pembatalan Akta Jual Beli Hak
Milik atas Tanah?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis tentang Tanggung Jawab Notaris terhadap
Pembatalan Akta jual beli hak milik atas tanah yang dibuatnya akibat
daripada kesalahannya.

2. Untuk Menganalisis tentang bentuk Perlindungan Hukum terhadap

Pembeli yang Beritikad Baik yang dirugikan akibat Pembatalan Akta.



1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat pada

berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
1.4.1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna, dan bermanfaat baik
dalam mempelajari dan memahami ilmu hukum, khususnya
yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Notaris terhadap
Pembeli yang beritikad baik yang dikarenakan pembatalan
Akta oleh Pengadilan, serta bentuk Perlindungan Hukum
Terhadap Pembeli yang beritikad baik.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta dapat
membantu memberikan informasi atau masukan terhadap
Masyarakat, dan Pemerintah.

b. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti
khususnya yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Notaris
terhadap Pembeli yang Beritikad Baik yang dikarenakan

adanya Pembatalan Akta oleh Pengadilan.
1.5. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan
ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu
yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum
tertentu, dengan jalan menganalisanya.® Kecuali itu, maka juga diadakan

pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian

> Andi Rustandi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Sumber: http://andirustandi.co
m/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html. Diakses Kamis, 14 Febru
ary 2019.




mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam

gejala yang bersangkutan.

Dalam hal ini maka metode penelitian yang digunakan dalam
penyusunan Tesis ini adalah dengan menggunakan metode penelitian
Normatif (Normatif legal Research). Pengumpulan data ini dilakukan
dengan cara mengkaji hukum tertulis yang dikonsepkan sebagai norma
atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga penelitian hukum
normatif dapat mengacu pada berbagai aspek yaitu aspek teori hukum,
sejarah hukum, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup
dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, serta

formalitas dan kekuatan mengikat daripada suatu undang-undang.

1.5.1. Sifat Penelitian

Penelitian dalam penyusunan Tesis ini bersifat Deskriptif Analitis
yaitu dengan menganalisis tentang bagaimana Tanggung jawab Notaris
terhadap Akta jual beli yang dibatalkan oleh Pengadilan serta
Perlindungan Hukum bagi Pembeli yang Beritikad Baik. Selanjutnya
akan diteliti untuk mengetahui pengaturan perundang-undangan yang
mengatur tentang hal-hal tersebut.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam penyusunan Tesis ini Penulis menggunakan
Metode Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan
pendekatan Undang-Undang (Statute Approach). Pendekatan
konseptual digunakan berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang
berkaitan dengan Tanggung Jawab Notaris dalam Akta yang
Pendekatan tersebut dilakukan melalui Undang-Undang Pokok
Agraria, Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, Kode
Etik Notaris, Peraturan Pemerintah No0.24 Tahun 1997 tentang



Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah N0.37 Tahun1998 tentang
Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Menteri Agraria nomor 9
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.

1.5.3. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil
yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan
sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar
variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.®Sebagai
pisau analisis, untuk memecahkan permasalahan dalamrumusan
masalah penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori, antaralain

yaitu:
1. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan (Van verbin
tenis). Perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda
yaitu Persetujuan (Oveerencomsten). Sedangkan Perikatan berasal dari
bahasa Belanda vyaitu (Verbintenis).” Menurut Pasal 1313 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut
KUHperdata) memberikan definisi mengenai perjanjian,yaitu: “Suatu
persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinyaterhadap satu orang lain atau lebih.” Adapun hal

lainnya yang mengatur tentang syarat sahnya dalam suatu perjanjian.®

¢ Lenterak, Definisi dan Pengertian Teori Menurut Beberapa Ahli, Sumber:https ://lenterakecil.
Com/definisi-dan-pengertian-teori/. Diakses Selasa 5 Maret 2019.

" Henry, Pengertian dan Sumber Hukum Perjanjian, Sumber:https ://butew.com/2018/ 05/05/pen
gertian-dan-sumber-hukum-perjanjian/. Diakses Selasa 5 Maret 2019.

8 Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Syarat Sahnya suatu Perjanjian Pasal 1320.
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Dalam hal ini maka dengan adanya kesesuaian kehendak
diantara kedua belah pihak saja belum melahirkan suatu perjanjian,
karena kehendak itu harus diutarakan, harus nyata dan jelas bagi pihak
yang lainnya, dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain. Jika
kehendak yang dikatakan atau ditujukan tersebut dimengerti oleh pihak
lain dan pihak lain tersebut menyatakan menerima atau menyetujuinya,
baru dapat menimbulkan suatu kesepakatan. Untuk selanjutnya akan

disajikan dalam bentuk skema.®

a. Skemal

< Derjajim Lisan
<

2. Asas Itikad Baik

Itikad baik Menurut Subekti (2005:79), Jual beli adalah suatu
perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk
menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk
membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam ketentuan Pasal 1338
ayat (3) KUHPerdata disebutkan bahwa suatu perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini juga dapat
dibedakan menjadi 2, yaitu itikad baik yang subyektif dan itikad baik
yang obyektif. Itikad baik subjekti dikaitkan dengan hukum benda
(bezit). Dalam hal ini mengenai pemegang barang yang beritikad baik
atau pembeli barang yang beritikad baik dan lainnya sebagai lawan
dari orang-orang yang beritikad buruk. Dapat dikatakan sebagai pihak
yang beritikad baik jika ia tidak mengetahui tentang adanya cacat-

cacat yang melekat pada obyek tersebut.

% | Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, cet 3, (Jakarta:Sinar Grafika, 2018), hal.7.



3. Teori Tanggung Jawab

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam

perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi:!°

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability),
tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa
sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa
yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability),
didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang
berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur
baur (interminglend).

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar
hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (stirck liability),
didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun
tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya, tetap
bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat
perbuatannya.

4. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan
pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan
perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.!

10" SH Sudut Hukum, Tanggung Jawab Hukum, Sumber: https://www.suduthukum.com/2017/02/ta
nggung-jawab-hukum.html. Diakses Selasa 5 Maret 2019.

11 Glosarium, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut para Ahli, Sumber: https://tesishukum
.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/. Diakses Selasa, 5 Maret 2019.
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Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke
dalam bentuk perangkat baik yang lisan maupun yang tertulis.
perlindungan hukum mrupakan gambaran tersendiri yang mempunyai
suatu konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban,

kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
1.6. Jenis Data

Penelitian dalam Penyusunan thesis ini diperoleh dengan cara
menggunakan data sekunder dan di dukung oleh data primer. Data

sekunder diperoleh dengan cara sebagai berikut :
1.6.1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi,
teori-teori, dan pendapat. Khusunya yang berhubungan dengan
permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini berupa:

1. Bahan hukum Primer yang berupa Peraturan Perundang-
Perundangan : Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-
Undang no. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah
No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan
Pemerintah No0.37 Tahun 1998 tentang Pejebat Pembuat
Akta Tanah, Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 1999
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Kode Etik Notaris,
Putusan MA No.1/Pdt.G/2015/PN.Bkt.

2. Bahan hukum Sekunder yang berupa Pendapat, Doktrin,
serta Teori-Teori yang diperoleh dari Buku literatur tentang
Hukum, website, artikel Ilmiah, serta hasil penelitian.

3. bahan hukum Tersier berupa Kamus dan Ensiklopedia.
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